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BAB Il
TINDAK PIDANA PORNOGRAFI

DALAM UNDANG — UNDANG NO. 44 TAHUN 2008

A. Pengertian Pornografi Menurut Undang-Undang No. 44Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang porno¢gkeh
diundangkan pada tanggal 26 November 2008. Berltagggapan telah
terjadi dalam masyarakat sejak difatwakannya Laarf@ornografi dan
Pornoaksi oleh Majelis Ulama Indonesia Nomor 28hura2001 yang
dikeluarkan pada tanggal 22 Agustus 2001.

Larangan Pornografi di Indonesia yang ditentukalardaHukum
Tertulis sudah dimuat dalam Kitab Undang-Undang wnkPidana
sebagai warisan dari penjajah Hindia Belanda datake di Indonesia
sejak tahun 1917, yang kemudian menjadi Undang-hgdian berlaku
setelah Indonesia merdeka berdasarkan Undang-Uridiamgr 1 Tahun
1946 hingga saat ini. Pasal-pasal yang mengatur rdanentukan
larangan dan hukuman bagi setiap orang yang medaktikdak pidana
pornografi dan pornoaksi terdapat Pasal 281, P&l Pasal 283, Pasal
532, dan Pasal 533 KUHP. Tetapi ketentuan-ketentiedam KUHP
tidak efektif, maka dibuatlah Undang-Undang Nomdr Bahun 2008

tentang pornografi.
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Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4H4uia
2008 tentang pornografi masih diperdebatkan, teratRenjelasan Pasal
4 ayat (1) mengenai batasan “membuat” pornografigyenerupakan
pengecualian, bahwa “Yang dimaksud dengan “membaddlah tidak
termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sBndPenjelasan
tersebut mengundang polemik, karena isinya berigata dengan
ketentuan pasal yang dimuat dalam batang tubuh ngadadang
Pornografi itu sendir.

Undang-Undang Pornografi (UUP) yang disahkan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) phdai Kamis, 30
Oktober 2008 merupakan keberhasilan bangsa danranégepublik
Indonesia dalam mengawali upaya menyelamatkan badgs negara,
terutama generasi muda, anak-anak, dan perempuan.

Pornografi dan Pornoaksi adalah perbuatan yang abgrdk
negatif terhadap perilaku generasi muda. Anak-atak perempuan
banyak yang telah menjadi korban, baik sebagaiaomurni maupun
sebagai “pelaku sebagai korban”. Karena itu, parifoglan pornoaksi
dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Hal iniabuknasalah baru,
karena Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasat&3XPasal 533 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah melarangngmrafi

maupun pornoaksi dan telah menentukan hukumannya.

! Neng DjubaedahUndang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
(Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila), Jakarta: Sinar Grafika, 2011, Cet. |,
him. 1.
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Sebagaimana telah diketahui, bahwa KUHP mulai bkerldi
Indonesia sejak Januari Tahun 1917, tentu pada rnbaspun sebab
ditentukannya pidana bagi pelaku pornografi dannpaksi adalah
karena adanya alasan bahwa pornografi dan pornaaksupakan
perbuatan yang merusak moral dan akhlak bangsal-Pasal yang
menentukan larangan pornoaksi dan pornografi kBeseukumannya
dimasukkan ke dalam Bab tentang Kejahatan terha€egusilaan.
Pornografi dan pornoaksi berdampak pula terhadapupéanamoral
lainnya atau tindak pidana lainnya, misalnya peam pemerkosaan,
pelacuran, aborsi, pembunuhan, dan laindain.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4hun
2008 Tentang Pornografi pada Bab | Ketentuan UmasaPl Ayat |,
yang dimaksud dengan pengertian Pornografi adatahbgr, sketsa,
ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar kea§, animasi, kartun,
percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainmjalui berbagai
bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di anuknum, yang
memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang nggda norma

kesusilaan dalam masyarakat.

2 .
Ibid, him. 3.
% Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan

Sosial,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaks Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang
Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Undang-undnag Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Yogyakarta: Bening, 2010, Cet. |, him. 62.
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Undang-Undang Pornografi (UUP) tidak memberi batasa
pegertian tindak pidana pornografi, tetapi UUP gekenemuat batasan
pornografi dan merumuskan bentuk-bentuk tindakrdaornograf.

Dengan demikian, tindak pidana dapat diberi batasalbagai
perbuatan yang dilarang oleh UU disertai ancamdana terhadap siapa
saja yang melakukan perbuatan tersebut. Sementarenénurut UUP
pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, faaisan, suara, bunyi,
gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, detalh, atau bentuk
pesan lain melalui berbagai bentuk media komunikdan/atau
pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan etaploitasi
seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam naksy2

Berdasarkan pengertian tindak pidana dan porniogeasebut,
dapat diberi batasan tindak pidana pornografi &dpkrbuatan dengan
segala bentuk dan caranya mengenai dan yang berwamudengan
gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suarayyhugambar bergerak,
animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atauukepésan lainnya
melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/attupjukan di muka
umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksumg melanggar
norma kesusilaan dalam masyarakat yang dirumuskEamdUUP dan

diancam pidana bagi siapa yang melakukan perbtatsebut.

4 Adami Chazawi,Tindak Pidana Pornografi (Penyerangan Terhadap Kepentingan
Hukum Mengenai Tegaknya Tatanan Kehidupan Akhlak dan Moral Kesusilaan Yang
Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan
Beradab), Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009, hi. 13

® Pasal 1 Angka 1 UUP.
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Menurut UUP, pengertian objek pornografi lebih luderipada
objek pornografi menurut KUHP. KUHP menyebut 3d})igbjek, yaitu
tulisan, gambar, dan benda. Adapun yang termasukidbéalah alat
untuk mencegah dan menggugurkan kehaniil@Dbjek pornografi
menurut UUP telah diperluas sedemikian rupa terkngsunbar, sketsa,
ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar kea§, animasi, kartun,
percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainmjalui berbagai
bentuk media komuikasi.

Dalam objek pornografi mengandung 3 (tiga) sifaifwy (1) isinya
mengandung kecabulan, (2) eksploitasi seksualm@gnggar norma
kesusilaan. Sementara itu, KUHP menyebutnya dengahanggar
kesusilaan. Antara benda pornografi dengan sifatalik@an dan
melanggar norma kesusilaan merupakan suatu kesgtaag tidak
terpisahkan. Oleh karena memuat kecabulan, makangghr norma
kesusilaan. Kecabulan merupakan isi dari pornogRdrnografi yang
mengandung isi kecabulan tersebut harus terberdlamdsuatu wujud,
misalnya dalam bentuk gambar, sketsa ilustarsp, falisan, suara,
bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syaircagdeapan. Pada wujud
inilah terdapat isi kecabulan. Misalnya, dalam ganibrdapat kecabulan
bila gambar tersebut memuat secara eksplisit pggsemaan, termasuk
persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksasiurivasi atau

onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesakkglanjangan;

® Pasal 283, 534, 535 KUHP.
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alat kelamin; atau pornografi anakVujud dari kecabulan yang melekat
pada suatu benda disebut benda pornografi. Misalsyeat kabar,
majalah, tabloid, dan media cetak sejenisnya, fiblan/atau yang
dipersamakan dengan film, videadeo compact disc, digital video disc,
compact disc, personal computer-compact disc read only memory, kaset

dan rekamaihand phone dan/atau alat komunikasi lainnya.

Dasar-dasar Pornografi Dalam Undang-Undang No. 44 dhun 2008

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang porniogeafg
pada awalnya berjudidancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan
Pornoaksi, memuat larangan pornoaksi, meskipun hanya dimuatrae
tersirat (implisit) dalam Pasal 1 angka 1, dan isetersurat (eksplisit)
dalam Pasal 10, dan hukumannya dalam Pasal 36 gidiasiang
tersebut. Rasio dimuatnya larangan dan hukumanadaph pelaku
pornoaksi dapat diumpamakan sebagai berikut.

Pornografi dan Pornoaksi sebagai unsur pentingrdatembuatan,
penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Porndakmpamakan
sebagai unsur pokok dalam pembuatan suatu prodo#abterlarang.
Misalnya opium, sebagai bahan utama pembuatan lsdrbioin. Jika
pembuatan heroin dilarang, maka tentu opium sebbghan utama
pembuatan heroin juga dilarang diproduksi, diseis@ian, dan
digunakan. Tetapi jika opium itu digunakan untulabpenghilang nyeri

dalam ukuran tertentu berdasarkan alasan ilmiadnddinu kedokteran

" Pasal 4 Ayat 1 UUP.
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untuk menyelamatkan nyawa seorang, misal ketikarasgo harus
menjalankan operasi anggota tubuhnya, maka pengguogium untuk
tujuan anestesi tentu diperbolehian.

Asas-asas dan tujuan di undangkannya Undang-Urndanmr 44
Tahun 2008 tentang Pornografi perlu dimuatkan dddagian ini, karena
berdasarkan asas-asas dan tujuan-tujuan inilah se@marusnya terjabar
dalam Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 44 Tahun 208%
menentukan tindak pidana pornografi dan hukumarseyta peraturan-
peraturan lainnya, seperti peran pemerintah pusapdmerintah daerah,
peran masyarakat, perlindungan anak. Pemusnahaukpgmornografi,
dan lain-lain.

Asas-asas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dk&mtu
dalam Pasal 2 sebagai berikut:

“Pengaturan pornografi berdasarkan Ketuhanan YaapaVEsa,
penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanu&i@bhinnekaan,
kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungarhadap warga
negara”.

Asas-asas Undang-Undang Pornografi terdiri danreasas, yaitu:
1. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa,

2. Asas penghormatan terhadap harkat dan martabankisman,
3. Asas kebhinnekaan,

4. Asas kepastian hukum,

8 Neng DjubaedahlUndang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
(Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila), op.cit., him. 22.
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5. Asas nondiskriminasi, dan

6. Asas perlindungan terhadap warga nedara.

Adapun dasar Pornografi yang diatur dalam UU Notadvuin 2008

Bab Il mengenai “LARANGAN DAN PEMBATASAN” Pasal Rasal

5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 48, Py Pasal 12, Pasal

13, dan Pasal 14, yaitu:

Pasal 4 yaitu;

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, merapggk,
mengandakan meyebarluaskan, menyiarkan mengimpor,
mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyanyakau
menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat
a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang mengimpa
b. Kekerasan seksual;

c. Masturbasi atau onani;

d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan kgtalgan;
e. Alat kelamin; atau

f. Pornografi anak.

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornogaatiyy
a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau ilamgyang

mengesankan ketelanjangan;
b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;

c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksiialr

%1bid, him. 31.
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d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maduiolak
langsung layanan seksual.

Pasal 5 yaitu;
Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengundumopeafi,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Ayat (1).

Pasal 6 yaitu;
Setiap orang dilarang memperdengarkan, = mempertkaion
memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pormfdg
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), kegaag diberi
kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 yaitu;
Setiap orang dilarang menandai atau memfasilitagrbyatan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8 yaitu;
Setiap orang dilarang dengan sengaja atau ata®tyeen dirinya
menjadi objek atau model yang mengandung muataroguoafi.

Pasal 9 yaitu;
Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebabpik atau model
yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 10 yaitu;
Setiap orang dilarang mempertontonkan diri ataungr&ain, dalam
pertunjukan atau di muka umum, yang menggambarideladnjangan,
eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang b&mipornografi

lainnya.
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Pasal 11 yaitu;

Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegidtm/atau sebagai

objek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pa&asal 6, Pasal 8,

Pasal 9, atau Pasal 10.

Pasal 12 yaitu;

Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memddaat

membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau menraakesadalam

menggunakan produk atau jasa pornografi.
Pasal 13 yaitu;

(1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan polngguad
memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasalat (A,
wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan

(2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan potinograf
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus dilakdkaampat
dan dengan cara khusus.

Pasal 14 yaitu;

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinambpatan,

penyebarluasan, dan penggunaan produk pornograik unjuan dan

kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan pedaksanaan

ketentuan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Peatefin

10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan
Sosial,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaks Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang
Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Undang-undnag Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, op.cit., him. 64-67.
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Adapun yang dijelaskan dalam Bab IV yaitu mengenai

“PENCEGAHAN?" dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu:

Bagian Kesatu mengenai “Peran Pemerintah” dalamal R&s Pasal

18, dan Pasal 19, yaitu;

Pasal 17 yaitu;
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukancegahan
pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan porinograf

Pasal 18 yaitu;

Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksadhddasal 17,

Pemerintah berwenang:

a. Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan peryaban
produk pornografi atau jasa pornografi, termasuknigekiran
pornografi melalui internet;

b. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyasanml,. Dan
penggunaan pornografi; dan

c. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbgihak, baik
dari dalam maupun dari luar negeri, dalam penceggembuatan,
penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 19 yaitu;

Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksadhddasal 17,

Pemerintah daerah berwenang:

a. Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan peryaban
produk pornografi atau jasa pornografi, termasuknigekiran

pornografi melalui internet di wilayahnya;
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b. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyasaml dan
penggunaan pornografi di wilayahnya;
c. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berhaigak dalam
pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan pengqoraagrafi
di wilayahnya; dan
d. Mengembangkan sistem komunikasi, informasi darkasiudalam
rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.
Bagian Kedua mengenai “Peran Serta MasyarakathdBasal 20,
Pasal 21, dan Pasal 22, yaitu;
Pasal 20 yaitu
Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukasegehan terhadap
pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan porinograf
Pasal 21 yaitu
(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalaat PO,
dapat dilakukan dengan cara:
a. Melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini;
b. Melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;
c. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangamg
mengatur pornografi; dan
d. Melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadapydaha
dan dampak pornografi.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) lfaudain huruf
b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peratuzamgang-

undangan.
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Pasal 22 yaitu;
Masyarakat yang melaporkan pelanggaran, sebagaidnaaiksud dalam
Pasal 21 ayat (1) huruf a, berhak mendapat perigaiu sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undarigan.

. Sanksi Pidana Pornogafi Dalam Undang-Undang No. 4Aahun 2008

Adapun Sanksi Pidana Pornografi yang diatur daldcth Nb. 44
tahun 2008 Bab VII mengenai “KETENTUAN PIDANA” Pdsa9,
Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasah&d, 35, Pasal 36, Pasal
37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasaliit, ya

Pasal 29 yaitu;

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperkanya
menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimeoagekspor,
menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau yeckéakan
pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayatdipidana
dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) kddanpaling lama 12
(dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling kisedp
250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupia) daling banyak Rp
6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 30 yaitu;

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi seinaga dimaksud
dalam Pasal 4 Ayat (2), dipidana dengan pidanaapemaling singkat 6

(enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/pidana denda

1 1bid, him. 68-70.
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paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus limlulpyuta rupiah) dan
paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar alw)i

Pasal 31 yaitu;
Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh p@fiog
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dgrdana penjara
paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana deatlagpbanyak Rp
2.000.000.000,00 (dua miliar rupiaf).

Pasal 32 yaitu;
Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontomk@manfaatkan,
memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaien dimaksud
dalam Pasal 6, dipidana dengan pidana penjaragpiEima 4 (empat)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200@00,00 (dua
miliar rupiah).

Pasal 33 yaitu;
Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi pégibhusebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7, dipidana dengan pidananaepgling singkat 2
(dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) taramatau pidana denda
paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar ialp dan paling
banyak Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima rgtua rupiah).

Pasal 34 yaitu;
Setiap orang yang dengan sengaja atau atas paesetifinya menjadi
objek atau model yang mengandung muatan pornogedfagaimana

dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidanamgepaling lama 10

121 pid, him. 74.
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(sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyRg
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiat?.

Pasal 35 yaitu;
Setiap orang yang menjadikan orang lain sebageakadtpu model yang
mengandung muatan pornografi sebagaimana dimakasiaghdPasal 9,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat th)Ysahun dan paling
lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana dendagpsédikit Rp
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan palibgnyak Rp
6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 36 yaitu;
Setiap orang yang mempertontonkan diri atau oramig Ildalam
pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkésiakgangan,
eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang b&mipornografi
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidangan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ataanpiddenda paling
banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 37 yaitu;
Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatadatia sebagai
objek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dgidangan pidana
yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud Balseh 29, Pasal
30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dah ¥&sditambah 1/3

(sepertiga) dari maksimum ancaman pidandfiya.

13| bid, him. 75.
¥ 1bid, him. 76.
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Pasal 38 yaitu;

Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkembiarkan,

menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak desaggunakan

produk atau jasa pornografi sebagaimana dimakslamd®asal 12,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat &nf@rbulan dan paling

lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda palirdikitseRp
250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupia) galing banyak Rp
3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 39 yaitu;

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam PasaPd@hl 30, Pasal

31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, RasRk8al 37, dan Pasal

38 adalah kejahatan.

Pasal 40 yaitu;

(1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan olédwaatas nama
satu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana tddibekukan
terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

(2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporgsalila tindak
pidana tersebut dilakukan oleh orng-orang, baikdésarkan
hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lairiindbeek
dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiraupun
bersama-sama.

(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap sukatyporasi,

korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
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(5)

(6)

(7)
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Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dinthismda
Ayat (3), dapat diwakili oleh orang lain.

Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supapgurus
korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapda
memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurcsebig
dibawa ke sidang pengadilan.

Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap k@gippanggilan
untuk menghadap dan penyerahan surat panggilarebters
disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pesgatau di
tempat pengurus berkantor.

Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukaorplorasi,
selain pidana penjara dan denda terhadap pengarudijgtuhkan
pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketembaksimum
pidana dilakukan 3 (tiga) dari pidana denda yamngntlikan dalam
setiap Pasal dalam Bab ifii.

Pasal 41 yaitu;

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam B@sAyat (7),

korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:

a. Pembekuan izin usaha;

b. Pencabutan izin usaha;

c. Perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan

d. Pencabutan status badan huki§m.

15 |bid, him. 77.
18 1hid, him. 78.



